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BAB YV

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan Penegakan Hukum dalam menerapkan sanksi
adminstratif terhadap peredaran gula tanpa SNI dalam peraturan
Perundang-undangan di Indonesia merupakan wewenang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kewenangan ini diberikan
berdasarkan = ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Perdagangan itu sendiri. Penyidik Kepolisian bukanya tidak
memiliki kewenangan dalam penegakan hukum dengan tidak
dicantumkannya label SNI pada Gula Berlian Jaya si Putih dan
Berlian Jaya si Manis oleh CV. Rimbun Padi Berjaya, hanya saja
ada mekanisme lebih baik yang dapat diberikan kepada pelaku usaha
yang melakukan pelanggaran administrasi.

Penerapan Sanksi Administratif dalam Peredaran Guna Tanpa
Standar Nasional Indonesia Di Kota Padang dilakukan berdasarkan
Pasal 57 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang
Perdagangan. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan Label SNI
pada kemasannya seharusnya diberikan anksi administratif bukan
sanksi pidana. Sanksi pidana dapat dibebankan setelah pelaku usaha
diberikan sanksi Administratif atau setelah pelaku usaha
menimbulkan korban atau mengedarkan barang yang membuat
konsumen keracunan. Sanksi Administratif yang diberikan kepada

pelaku usaha adalah teguran dan penarikan barang dari pasaran.
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1.

SARAN

Disarankan kepada Penegak hukum untuk melakukan pengawasan
kepada pelaku usaha yang mengedarkan gula tanpa SNI serta
memberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sanksi
administrasi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggarana
administrasi. Sanksi Pidana sebaiknya diberikan kepada pelaku yang
telah diberikan peringatan namun tetap melakukan kegiatan
usahanya dan/atau kepada pelaku usaha yang menyebabkan
keracunan atau kematian terhadap produk yang dijual. Gula Kristal
Putih CV. Rimbun Padi Berjaya hanya tidak mencantumkan label
SNI pada kemasannya. Namun produsen asal gula tersebut yaitu
INKOPKAR dan PT. PPI telah memiliki SNI.

Terhadap produk yang tidak memiliki SNI haruslah diminta untuk
menarik barang dari peredaran dan baru dapat mengedarkan
barangnya setelah mendapatkan Sertifikat SNI dan mencantumkan
pada kemasan atau pada produknya.

Disarankan kepada PPNS Dinas Perdagangan Kota Padang agar
dapat aktif dan untuk ikut serta dalam penyelidikan dan/atau
penyidikan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perdagangan.
Selain itu PPNS Dinas Perdagangan dapat berkoordinasi dengan
Penyidik Kepolisian terhadap pemberian sanksi yang tepat terhdap

pelanggaran tersebut. Pemberian sanksi harus disesuaikan dengan
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kadar kesalahan dan berapa kali melakukan kesalahan serta sanksi
apa yang sudah diberikan kepada pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan
untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran
administrasi yang dilakukan oleh pelaku usaha serta melindungi

konsumen dari tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab.
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